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A R T I K E L

ABSTRAK

Peningkatan produksi pangan merupakan agenda penting guna mencapai Tujuan
Pembangunan Milenium matra pertama bahwa kelaparan dan kemiskinan harus
ditanggulangi hingga 50 persen pada tahun 2015. Upaya tersebut tidak mudah untuk
dicapai, karena terjadinya bencana ekologis berupa perubahan iklim global. Perluasan
lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dipandang sebagai jawaban
pilihan. Perluasan lahan pertanian baru berupa sawah maupun ladang hingga 2 juta
hektar, akan mengurangi areal kawasan hutan. Pengalaman proyek sejuta hektar konversi
hutan di tanah gambut untuk lahan pertanian menjadi pelajaran yang perlu disimak,
karena secara ekonomi tidak layak dan ekologi rusak. Makanya perluasan lahan pertanian
seluas 2 juta hektar harus dipersiapkan cermat, agar keberlanjutan dapat dicapai.
Kelestarian hutan harus dipertahankan sebagai wujud komitmen anggota masyarakat
global dalam mengantisipasi perubahan iklim. Dua matra tersebut seyogyanya disinergikan
dalam wanatani, agar kepentingan jangka pendek pemenuhan sumber pangan berikut
kebutuhan ekonomi tercukupi tanpa mengabaikan kelestarian hutan beserta hasrat
ekologi. Komoditas sumber pangan tahan naungan seperti kelompok ubi-ubian (tuberosa)
famili Araceae layak dikembangkan. Varietas tahan naungan padi dan serealia lain
maupun aneka kacang (leguminosa) perlu dirakit guna diintegrasikan ke dalam wanatani.
Mengingat kerimbunan tajuk hutan menimbulkan naungan >80 persen, maka perlu
menggali potensi hayati kelompok sumber pangan tidak hanya dari phylum Spermatophyta
(tumbuhan berbiji) yang masa panen >4 bulan, tetapi juga dari Thalophyta (jamur),
Bryophyta (lumut) maupun Pteridophyta (paku) yang dapat dipanen harian atau mingguan.

kata kunci: wanatani, pangan dalam hutan lestari

ABSTRACT

Increasing food-crop production is urgent to meet Millennium Development Goals
(MDGs) in which it is stated that the first objective is to decrease hunger and poverty
up to 50 percent till the year 2015. This effort is not easily achieved due to ecological
disorder in a form of climate change.  Addition of new agricultural land to increase food
crop production is considered as an alternative answer. Consequently, opening forests
for agricultural areas causes deforestation up to 2 million hectares. Past experience in
converting one million hectares of peat land for agriculture learnt a lesson, because
economical and ecologically was not sustainable. Therefore, expanding agricultural land
up to 2 million hectares has to be planned accurately, so sustainability could be attained.
Forest sustainability is also a priority to combat against climate change. Those two
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I. PENDAHULUAN

enanggu langan  ke laparan  dan
pengentasan kemiskinan menjadi prioritas

utama dan menempati urutan pertama dari
delapan matra Tujuan Pembangunan Milenium
(Millennium Development Goals/MDGs) yang
pada tahun 2015 ditargetkan dapat benar-
benar terwujud (CIP, 2001; World Conference
on Human Right, 2003; United Nations, 2008).
Sebagai sebuah rekomendasi, MDGs sejatinya
merupakan deklarasi hasil Konferensi Tingkat
Tinggi memasuki milenium ketiga (Millennium
Summit) yang diselenggarakan oleh
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) diadopsi
oleh  189 negara dan ditanda-tangani oleh
147 kepala negara/pemerintahan pada
S e p t e m b e r  2 0 0 0  ( U N D P,  2 0 0 9 ) .
Konsekuensinya setiap negara, termasuk
Indonesia berkewajiban merealisasikan
tercapainya MDGs tersebut (Tabel 1, Tabel 2,
dan Tabel 3).

Sayangnya, upaya guna mencapai tujuan
pembangunan milenium tersebut menghadapi
tantangan sangat berat, yaitu perubahan iklim
sebagai akibat dari pemanasan global
(UNFCCC, 2009). Sehingga proyeksi
peningkatan produksi pangan akan sulit
dicapai. Bagi Indonesia dengan makanan
pokok beras juga akan menghadapi masalah
serius, jika tidak segera membenahi program
diversifikasi. Sebab perubahan iklim yang
diiringi dengan bencana lingkungan yaitu banjir

di musim hujan dan kekeringan pada musim
kemarau, menjadi kendala peningkatan
produksi dan produktivitas. Selain itu, jika
mengandalkan impor untuk menutup
kekurangan, dikuatirkan cadangan beras pasar
internasional juga menipis, sehingga dari sisi
harga kian mahal dan tidak terjangkau. Oleh
karena i tu, Widodo (1995a; 1995b)
menganjurkan agar diversifikasi produksi dan
konsumsi sebagai bentuk kedaulatan pangan
direalisasikan, tidak hanya terhenti sebagai
wacana dan rencana saja.

Di tengah upaya penanggulangan
kelaparan dan pengentasan kemiskinan,
sebagai anggota masyarakat internasional
Indonesia juga dituntut berperan aktif dalam
pencegahan pemanasan global. Hal ini telah
dituangkan dalam Peta Jalan Bali (Bali
Roadmap) yang intinya semua fihak harus
melakukan pengurangan emisi CO2 dari
pengrusakan dan pemunduran fungsi hutan
(Reducing Emission from Deforestation and
forest Degradation/REDD). Rekomendasi
REDD mendapat sambutan luas dari
masyarakat internasional, agar fungsi
kelestarian hutan merupakan jawaban sebagai
penyangga kehidupan (UNFCCC, 2009).
Konsekuensi logis dari REDD menuntut
kepiawaian dan kecermatan dalam menyusun
program adaptasi dan mitigasi terhadap
perubahan iklim dengan menjaga kelestarian
hutan, seiring dengan peningkatan penyediaan
pangan dan pengentasan kemiskinan.

PANGAN, Vol. 20 No. 3 September 2011: 251-270252

P

objectives can be synchronized synergistically under agro-forestry, so food as well as
short economic seductions could be fulfilled without sacrificing forest sustainability as
long term ecological dreams. Shade tolerance root crops under family of Araceae are
suitable to be developed. Shade tolerance varieties of rice and other cereals as well as
legumes need to be generated and incorporated into agro-forestry. Due to shade intensity
under forest up to more than 80 percent, the food requirement is not merely based on
Spermatophyta plant that mostly can be harvested at the period of around 4 months. It
is also a need to explore the potential of Thallophyta (mushroom, algae), Bryophyta
(musci) as well as Pteridophyta (Azolla etc.) that can be harvested daily or weekly.

keywords: agroforestry, food under forest sustainability
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Sejatinya, dalam kehidupan tradisional di
pedesaan, ketika terjadi paceklik atau bencana
kelaparan kronis dan cadangan beras maupun
jagung di lumbung telah kosong, masyarakat
desa biasanya masuk ke dalam hutan untuk
mengumpulkan aneka ubi dan umbi antara
lain dari tumbuhan Araceae, Dioscoreae,
Palmae sebagai sumber karbohidrat (Widodo,
1995b). Dengan demikian, fungsi hutan
sebagai penyangga kehidupan masyarakat
tradisional sangat dirasakan, tetapi kini
modernisasi yang mengatas-namakan
pembangunan telah terjebak pada jalur yang
keliru. Yaitu aspek ekonomi lebih didahulukan,
sementara perspektif ekologi diabaikan. Hutan
hanya dilihat sebagai penghasil kayu, sumber
devisa yang diminati pasar, akibatnya
penebangan hutan meningkat pesat yang
diikuti kematian sumber air dan pemusnahan
keaneka-ragaman hayati (biodiversity). Oleh
karena itu, pengembangan agroforestry
seyogyanya diarahkan untuk mendukung
program diversifikasi pangan non beras,
khususnya kelompok pangan ubi-ubian yang
tahan naungan dari familia Araceae, sehingga
dapat ditanam di bawah tajuk pepohonan,
guna dikembangkan aspek budidaya hingga
pengolahan agar dapat mendampingi beras.
Selain itu tanaman umbi-umbian dalam kategori
rempah dan obat yang memiliki peluang pasar
domestik maupun internasional juga
berpeluang untuk dikembangkan di kawasan
hutan tanpa merusak hutan. Dengan demikian,
tidak berlanjut hingga berlarut-larut terjadinya
diskriminasi sumber pangan di masyarakat,
yang sesungguhnya sangat merugikan
tegaknya kedaulatan pangan. Lebih lanjut,
masyarakat melalui LMDH (Lembaga
Masyarakat Desa Hutan) akan secara sadar
serta mandiri memperbaiki kesejahteraan
ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan
ekologi yang bersifat jangka panjang dengan
perspektif luas. Secara sederhana dapat
diungkap bahwa tindakan pelestarian hutan
yang bersifat lokal sangat strategis karena
memiliki dampak maupun manfaat global (local

action for global impact) khususnya dalam
mengurangi emisi karbon dan menanggulangi
pemanasan global.

II. KARAKTERISTIK PANGAN DARI
KAWASAN HUTAN

Upaya pencukupan kebutuhan pangan
mustahil hanya mengandalkan pada beras.
Dengan mempertimbangkan terjadinya
perubahan iklim sebagai dampak dari
pemanasan global, peningkatan produksi beras
diprediksi kian sulit. Di sisi lain keutuhan dan
pemulihan kawasan hutan harus dikembalikan
dan dijaga kelestariannya sebagai manifestasi
kesepakatan internasional seperti yang
tertuang dalam Bali Roadmap. Kondisi ini
menuntut pemikiran ulang yang lebih
paradigmatik dalam pemenuhan kebutuhan
pangan seiring dengan pelestarian hutan (Tabel
4). Banyak ahli mengusulkan bahwa luas lahan
pertanian untuk pengusahaan tanaman pangan
dan hortikultura idealnya ditambah, agar
produksi pangan cukup atau bahkan cenderung
melimpah. Sehingga, terdapat target bahwa
luas lahan pertanian yang berupa sawah dan
ladang maupun tegal (lahan kering) idealnya
bertambah 2 juta hektar. Namun akibat yang
ditimbulkan dari perluasan areal pertanian,
baik dalam bentuk perladangan (lahan kering)
maupun persawahan (lahan basah) sudah
dapat dipastikan akan mengurangi areal hutan
(forest conversion). Apalagi jika sampai
mengulang pengalaman ceroboh dan konyol
seperti ketika membuka lahan gambut sejuta
hektar di Kalimantan, yang selain merusak
ekologi juga menimbulkan kerugian ekonomi
bagi Negara dan masyarakat dalam jumlah
besar. Data luas hutan di Indonesia mencapai
137 juta hektar, tetapi jika disimak seksama,
komposisi hutan lindung hanya 31,604 juta
hektar atau sekitar 23 persen (BPS, 2009).
Areal hutan banyak yang terkonversi menjadi
perkebunan sawit, karet dan lain-lain maupun
hutan tanaman industri yang bersifat homogen,
sehingga luas kawasan hutan lindung yang
bersifat heterogen dan kaya akan keragaman
hayati sudah sangat berkurang (Tabel 5).
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Tabel 4. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan di Indonesia 2010

Sumber :  BPS 2010

Tabel 5. Luas Hutan Lindung dan Prosentase Hutan Lindung Terhadap Jumlah Luas Hutan
              di Indonesia 1981-2007

Sumber :  BPS 1982-2009

Padahal sebenarnya di kawasan hutan
produksi masih sangat terbuka peluang besar
untuk mengembangkan budidaya tanaman
pangan dari kelompok serealia (biji-bijian),
leguminosa (kacang-kacangan) maupun
tuberosa (ubi-ubian). Pola hutan produksi yang
diawali dengan tanam kemudian memerlukan
perawatan hingga penebangan dilanjutkan
peremajaan (rejuvenation) atau tanam kembali,
memberikan peluang untuk disisipkan tanaman
pangan masuk ke dalam kawasan antar waktu
dan dalam/antar ruang (between time and
within/between space). Misalnya ketika jati
mulai diteres, selama sekitar 1 tahun naungan
berkurang akibat daun-daun gugur. Pada

kondisi tersebut tanaman pangan yang
memerlukan intensitas sinar matahari cukup
(atau yang tidak menghendaki naungan) dapat
ditanam sampai jati ditebang, kemudian
diremajakan hingga umur sekitar 5 tahun.
Apalagi jika pola tanam atau tata letak pohon
hutan produksi diatur, misalnya seperti jati
dalam jarak tanam 6 x 1 m, sawit 9 x 9 m, atau
bahkan sengon 2 x1 m semuanya
memungkinkan tanaman pangan untuk dapat
ditanam di antaranya. Jenis tanaman pangan
yang dapat ditanam di bawah tajuk rimbun
dalam kerapatan pepohonan hutan yang
menimbulkan naungan hingga hampir 80
persen adalah kelompok dari familia Araceae,
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khususnya dari genus Amorphophalus dan
Xanthosoma. Jika kerapatan pepohonan
dengan kerimbunan tajuk yang menimbulkan
tingkat naungan >80 persen sebaiknya bukan
untuk budidaya tanaman dari phylum
Spermatophyta (tumbuhan berbiji), sebab untuk
proses pertumbuhannya memerlukan waktu
lama (>4 bulan) apalagi untuk menghasilkan
bahan dapat dimakan (edible portion) dalam
jumlah cukup.

Dalam phylum Spermatophyta terdapat
tiga pola asimilasi, yaitu C4, C3 dan CAM
(Crassulacean Acid Metabolism). Tumbuhan
C4 dan CAM lebih adaptif di daerah panas
dan kering dibandingkan dengan tumbuhan
C3. Akan tetapi, tanaman C3 lebih adaptif pada
kondisi kandungan CO2 atmosfer tinggi.
Sebagian besar tanaman pertanian merupakan
kelompok tanaman C3. Tanaman C3 dan C4
dibedakan oleh cara mereka mengikat CO2

dari atmosfir dan produk awal yang dihasilkan
pada proses asimilasi. Pada tanaman C3,
enzim yang menyatukan CO2 dengan RuBP
(RuBP merupakan subs t ra t  un tuk
pembentukan karbohidrat pada fotosintesis)
dalam proses awal asimilasi, dapat puka
mengikat O2 pada saat yang bersamaan untuk
proses fotorespirasi (fotorespirasi adalah
respirasi yang terjadi pada siang hari). Jika
konsentrasi CO2 di atmosfir ditingkatkan, hasil
dari ‘kompetisi’ antara CO2 dan O2 akan lebih
menguntungkan CO2, sehingga fotorespirasi
terhambat dan asimilasi akan bertambah besar.
Pada tanaman C4, CO2 diikat oleh PEP dimana
enzim tersebut tidak dapat mengikat O2

sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2

dan O2. Lokasi terjadinya asosiasi awal ini
adalah di sel-sel mesofil (sekelompok sel-sel
yang mempunyai klorofil yang terletak di
bawah sel-sel epidermis daun). CO2 yang
sudah terikat oleh PEP kemudian ditransfer
ke sel-sel bundle sheath (sekelompok sel-sel
di sekitar xylem dan phloem) yang kemudian
terjadi pengikatan oleh RuBP. Karena tingginya
konsentasi CO2 pada sel-sel bundle sheath
ini, maka O2 tidak mendapat kesempatan untuk
bereaksi dengan RuBP sehingga fotorespirasi

sangat kecil. Contoh tanaman C3 antara lain
: kedelai (Soya max), kacang tanah (Arachis
hypogaea),  serta kentang (Solanum
tuberrosum). Contoh tanaman C4 antara lain:
jagung (Zea mays) dan tebu (Saccharum
officinarum). Contoh tanaman CAM antara
lain: Kaktus (Opuntia vulgaris) dan Lidah buaya
(Aloe vera).

Tanaman maupun tumbuhan CAM
umumnya lebih tahan naungan dibanding C3
dan C4, kemudian C3 lebih tahan naungan
daripada C4. Meskipun jenis sumber pangan
dari phylum Spermatophyta sangat terbatas
yang mampu hidup dan menghasilkan di lantai
hutan pada taraf naungan >80 persen yang
ditimbulkan oleh kerimbunan tajuk, tetapi
sebenarnya phylum Thalophyta (jamur dan
lain-lain), Bryophyta ( lumut) maupun
Pteridophyta (paku-pakuan) juga menawarkan
sumber pangan yang belum banyak diungkap.
Thalophyta dan Bryophyta mempunyai
kecepatan tumbuh luar biasa cepat, sehingga
dapat  dipanen dalam waktu harian atau
mingguan. Potensi hayati semacam ini perlu
segera diinventarisasi kemudian diintegrasikan
guna penyediaan kelimpahan sumber pangan
dalam proses adaptasi dan mitigasi terhadap
perubahan iklim dengan menjaga kelestarian
hutan. Kembali menyimak praktek tradisional
yang cenderung hanya mengumpulkan dan
meramu hasil buruan dari hutan (hunter and
gather) yang hingga kini masih dilakukan oleh
masyarakat di sekitar hutan, maka cara
budidaya dengan menginduksi proses
pertumbuhan kelompok Thalophyta dan
Bryophyta maupun Pteridophyta perlu dirakit
lebih intensif. Dengan demikian produksi
pangan dari kelompok non Spermatophyta
dapat lebih dioptimalkan dari kawasan hutan
di bawah kerimbunan tajuk agar mampu
memasok kebutuhan pangan yang terus
meningkat, tanpa mengusik kerimbunan hutan.

III. PA R A D I G M A  B A R U  D A L A M
PENYEDIAAN PANGAN

Memasuki milenium ketiga sejarah
peradaban manusia dalam mencukupi
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kebutuhan dasar hidupnya terjebak pada
beraneka krisis, yang pada hakikatnya dapat
dikatagorikan menjadi empat, yaitu krisis Air,
Pangan, Energi dan Lingkungan/APEL (China
Academy of Sciences, 2007). Krisis lingkungan
menyebabkan upaya untuk mengatasi krisis
pangan dan energi terbarukan semakin sulit
tercapai. Oleh karena itu krisis lingkungan
harus mendapat prioritas dan segera ditangani
seiring dengan penanggulangan krisis pangan
dan energi (Widodo, 2007). Meskipun pada
mulanya sumber pangan manusia sangat
bervariasi, tetapi dalam perjalanan sejarah
penyediaan pangan didominasi oleh kelompok
biji-bijian dan butiran (grain and cereal
mentality), sehingga jenis pangan lain
khususnya ubi-ubian dikesampingkan dan
bahkan dicitrakan kurang layak dikonsumsi
(Rhoades dan Horton, 1990). Bagi Indonesia
(Jawa), gambaran ini jelas dapat dirasakan
dari hilangnya budaya mbrakah, atau ngrowot
(guna memenuhi kebutuhan karbohidrat dari
pangan non beras), khususnya berasal dari
ubi-ubian. (Widodo, 1999) melaporkan bahwa
di saat harga beras melambung tak
terbendung, di mana rakyat miskin kota tidak
mampu membeli beras, maka mereka akan
membeli pangan alternatif yaitu ubi-ubian.
Sayangnya, sejak krisis multidimensi tahun
1997, intervensi asing melalui rekomendasi
World Food Program (WFP) justru merapuhkan
sendi-sendi kedaulatan pangan, karena
pemerintah membagikan beras murah, kini
disebut Raskin. Setelah lebih sepuluh tahun,
ternyata kebutuhan raskin semakin meningkat,
sehingga menjadi dan menambah persoalan
tersendiri di tengah upaya pengentasan
kemiskinan, dan penyediaan pangan murah
ramah lingkungan dalam bingkai kedaulatan
pangan. Lain kata, masyarakat kian tergantung
pada beras serta tidak mandiri. Selain itu
pangan non beras meski tersedia mudah dan
murah harganya, tidak lagi dipertimbangkan
untuk digunakan, karena menunggu bantuan
raskin dari pemerintah.

Perlu diketahui bahwa sistem produksi
beras menuntut perbaikan seiring upaya

penanggulangan pemanasan global (Nguyen,
2008). Ketika padi dibudidayakan di lahan
kering, ia tidak menghendaki adanya naungan,
sehingga upaya pengembangan skala luas
umumnya terjadi konversi hutan dengan cara
membabat dan membakar (alternative slash
and burn/ASB). Kegiatan ASB ini kini terpantau
citra satelit, dan mendapat kutukan dunia
internasional, karena menghasilkan gas rumah
kaca khususnya CO2 dan merusak potensi
hutan untuk menyerap CO2 lebih banyak,
sehingga ASB dinilai sebagai pemicu dan
pemacu pemanasan global (Nguyen, 2008).
Di lahan rawa maupun sawah yang tergenang,
budidaya padi juga menimbulkan masalah,
akibat dibebaskannya gas rawa (metana) dari
aktivitas bakteri methanobacter yang terdapat
pada lapisan reduksi. Pembentukan gas
metana ini akan menghebat ketika di lahan
sawah terjadi dekomposisi bahan organik
secara anaerob.  Gas metana yang terbentuk
akan dibebaskan ke biosphere dan menambah
gas rumah kaca (selain CO2 dan uap air),
mengingat efek metana lebih kuat (20 kali lipat
CO2) dalam menyimpan panas latent dari sinar
matahari, maka ia juga dianggap sebagai
pemacu pemanasan global (Nueu, 1993;
Nguyen, 2008). Diperkirakan gas metana yang
dibebaskan dari budidaya padi sawah termasuk
di lahan rawa mencapai 20 persen dari total
metana yang ada di atmosfer. Selain itu
penggunaan pupuk sintetik yang umumnya
diberikan relatif berlebihan berpengaruh
terhadap pembentukan nitrous oxide yang
juga sebagai gas rumah kaca layaknya metana.
Bahkan tingkat bahaya nitrous oxide sebagai
gas rumah kaca 300 kali lipat CO2, sehingga
perlu mendapat perhatian serius. Inilah alasan
bahwa sistem budidaya padi menuntut
perbaikan radikal agar seiring dengan upaya
penanggulangan pemanasan global.

Sebagai negara kepulauan pemilik hutan
tropis kedua terbesar di dunia, Indonesia
dituntut untuk menjadi contoh pengelola hutan
lestari (sustainable forest management) seperti
yang dituangkan REDD Bali Roadmap
(UNFCCC, 2009). Sayangnya program REDD
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yang mendapat dukungan dana World
Bank hanya akan diselenggarakan di Papua,
Kalimantan dan Sumatra. Di mana beberapa
kabupaten dan propinsi di ketiga pulau tersebut
bertekat untuk mengelola hutan lestari, artinya
tidak menebang hutan untuk produksi kayu
lagi (Carbon Initiative World Bank, 2009).
Sedangkan pulau Jawa yang dihuni sekitar 70
persen penduduk Indonesia tidak mendapat
perhatian dan hanya meramaikan wacana
REDD, namun miskin implementasi. Padahal
bencana lingkungan yang terjadi saling
menyusul antara tanah longsor dan banjir di
musim hujan silih berganti dengan kekeringan
saat kemarau merupakan indikasi bahwa
kawasan hutan sebagai daerah penyangga
telah kritis dan bahaya, sehingga menuntut
penanganan segera (Anonim, 2007; 2009).
Luas hutan di Jawa sekitar 3,3 juta hektar atau
hanya 2,5 persen dari total luas areal hutan di
Indonesia (137 juta hektar). Di antara enam
propinsi yang ada di Jawa, maka Jawa Timur
memiliki kawasan hutan terluas, mencapai
>30 persen atau sekitar 1,3 juta hektar (BPS,
2008). Hutan di Jawa terdiri atas hutan negara
yang dikelola oleh Perhutani dan hutan rakyat.
Luas hutan yang dikelola perhutani sekitar 2,4
juta hektar, terdiri atas 1,7 juta hektar hutan
produksi dan sekitar 700 ribu hektar hutan
lindung. Dari data tersebut terungkap bahwa
sekitar 1 juta hektar hutan dikelola rakyat.
Mengingat tekanan kepadatan penduduk untuk
mengkonversi hutan menjadi areal pertanian
dan pemukiman, maka format untuk REDD di
Jawa perlu dirancang dengan pendekatan
agroforestry. Dengan demikian, pemenuhan
terhadap kebutuhan pangan dan ekonomi
jangka pendek-menengah dari tanaman yang
dibudidayakan di bawah tajuk terpenuhi, dan
kepentingan ekologi jangka panjang dari
pepohonan (hutan) tidak terkesampingkan.
MacDonald (1982) dari hasil penelitian dan
penga laman yang  pan jang  da lam
mengembangkan agroforestry di Afrika
merekomendasikan bahwa sistem agroforestry
dapat menyediakan kebutuhan pangan dan
sekaligus mencegah proses perluasan gurun
dan padang pasir.

Oleh karena itu,  pengembangan pangan
ubi-ubian yang tahan naungan dipandang
sesuai untuk digalakkan. Secara ekologis,
keunggulan tanaman ubi-ubian tahan naungan
dapat diletakkan pada strata terbawah dalam
sistem penanaman multistrata (tajuk berlapis),
tanpa harus melakukan penebangan atau
pengurangan kerimbunan tajuk. Daun dan
seresah lain yang disumbangkan oleh tajuk
strata tinggi akan menyumbangkan bahan
organik berupa humus yang menggembur-
suburkan tanah. Kondisi ini sangat sesuai bagi
famili Araceae yang hasil utama berupa ubi,
di mana pembentukan dan pembesarannya
tergantung pada taraf kegemburan dan
kesuburan tanah. Flach dan Rumawas (1996)
melaporkan bahwa di bawah kerimbunan tajuk
pepohonan hutan dengan taraf naungan hingga
>60 persen, tanaman famili Araceae masih
mampu tumbuh dan menghasilkan. Jansen,
dkk (1996) maupun Jansen dan Premchand
(1996) mengemukakan bahwa tanaman ubi-
ubian tahan naungan tampaknya bukan sensitif
terhadap cahaya tetapi justru terhadap
temperatur. Ini berarti bahwa dalam lingkungan
di bawah kerimbunan tajuk terjadi kemantapan
iklim mikro (micro climate) termasuk guna
menyangga dan menjaga goyangan suhu
maupun unsur iklim lainnya. Dengan demikian
tanaman ubi-ubian tahan naungan dapat
menemukan habitat yang sesuai untuk tumbuh
dan menghasilkan. Sayangnya, tanaman ubi-
ubian tahan naungan seperti famili Araceae
luput dari perhatian pembuat kebijakan maupun
studi sistematis dari lembaga penelitian serta
perguruan tinggi. Di sisi lain kelangkaan atau
kurangnya informasi  yang tersedia
menyebabkan komoditas ini tidak diminati
petani, karena pengguna tidak memberikan
apresiasi layak dalam bentuk kemudahan
pasar dengan harga yang memadai. Seperti
komoditas ubi-ubian pada umumnya yang
bersifat meruah/rowa dan mudah rusak
(voluminous and perishable), karena itulah
famili Araceae setelah dipanen memerlukan
penanganan menjadi produk antara atau
produk siap saji (intermediate and final
products), sehingga jerih payah petani tidak
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sia-sia. Namun sejauh ini pemerintah
melalui Depertemen Pertanian belum
menangani secara intensif komoditas pangan
dari ubi-ubian lain, penanganan masih terbatas
pada ubikayu dan ubijalar dari penelitian
produksi hingga agribisnisnya (Direktorat
Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, 2003).
Di Cina, Korea dan Jepang tanaman ubi-ubian
tahan naungan seperti keladi dan talas
(Xanthosoma sp., Colocasia sp.) maupun
konyaku (Amorphophallus sp.) mendapat
apresiasi yang setingkat atau bahkan lebih
tinggi daripada beras.

Uraian di atas menyiratkan perlunya
merumuskan ulang tentang agroforestry yang
pada intinya karakteristik hutan sebagai
penyerap karbon tetap terjaga, bahkan ketika
di lantai hutan diusahakan sumber pangan
kemampuan untuk menyerap CO2 atmosfer
menjadi lebih besar, bukan berkurang.

IV. HUTAN LESTARI PANGAN MELIMPAH

Kerusakan hutan di Indonesia menjadi
sorotan masyarakat internasional, karena
Indonesia merupakan aset dunia sebagai salah
satu pemilik hutan tropis di antara 11 negara
yang kondisinya kian parah dan terancam.
Indikasi pengrusakan hutan di Indonesia selalu
mudah untuk dideteksi dari citra satelit maupun
indikasi fisik berupa ekspor asap ke negara
tetangga khususnya Singapura, Malaysia,
Brunei, bahkan hingga Thailand. Retorika untuk
menolak fakta dengan menunjukkan data tidak
cukup kuat, karena hampir setiap tahun pada
musim kemarau, tatkala usaha pertanian
membuka ladang dan perkebunan guna
memperluas areal pembakaran hutan (praktek
ASB) masih selalu terjadi. Sementara itu
program untuk menunjang REDD kerjasama
dengan World Bank juga bersifat sangat
eksklusif hanya terbatas di Sumatra,
Kalimantan dan Papua itupun terkait dengan
upaya konservasi flora maupun fauna tertentu,
misalnya gajah, orang utan, cendrawasih dan
lain-lain. Dengan demikian, penyertaan atau
keterlibatan masyarakat sekitar hutan agar
lebih aktif berperan dalam penyelamatan hutan

perlu terus diperjuangkan. Kearifan lokal yang
dimiliki dan dilestarikan oleh beberapa suku
tradisional seperti masyarakat Badui di Banten,
tradisi di Tengger dan Bali, adat orang-orang
Rimba di berbagai belahan Nusantara perlu
d i p e l a j a r i  u n t u k  d i s e m p u r n a k a n
pengimplemetasiannya agar seiring dengan
tuntutan modernisasi.

Pola tradisional dalam pemanfaatan hutan
umumnya masih bersifat eksploratif tanpa
upaya kultivasi, sehingga memerlukan wilayah
luas untuk memenuhi kebutuhan keluarga
kecil. Selama kurun waktu 1994-2004 penulis
secara reguler tinggal bersama masyarakat
pedalaman di pegunungan bintang (dulu
kabupaten Jaya Wijaya kini termasuk
kabupaten Yahukimo), secara tradisional dalam
mencari jamur maupun binatang buruan harus
berbekal 2-3 noken ubijalar (sekitar 20 kg)
sebagai bekal (modal) selama 2-3 hari. Padahal
di sekitar lokasi banyak bahan yang dapat
digunakan untuk budidaya jamur maupun
beternak unggas serta kelinci. Masyarakat di
wilayah terpencil seperti itu perlu edukasi dan
advokasi agar hak azasi paling mendasar yaitu
untuk memperoleh pangan guna kelangsungan
hidup dapat lebih terjamin.

Integrasi sistem pertanian organik lebih
sesuai untuk diterapkan dalam budidaya
agroforestry, sehingga produk agroforestry
sudah selayaknya mendapat apresiasi lebih
berupa harga yang lebih baik daripada hasil
pertanian yang memerlukan banyak energi
tidak terbarukan (unrenewable fuel). Dengan
demikian jerih payah petani dalam agroforestry
juga sepadan dengan pendapatan yang diraih.
Oleh karena itu, agar semua produk/komoditas
dari agroforestry mendapat penghargaan lebih,
maka sertifikasi kawasan organik di kawasan
agroforestry perlu dipertimbangkan (IFOAM,
2000; 2011). Penyediaan pupuk organik
sumber hara dapat berasal dari kotoran ternak
yang dipasok dari gulma maupun produk
agroforestry serta limbah bekas media jamur
yang diperoleh dari dahan dan ranting kayu
hutan (Widodo, 2009; Widodo dan
Prasetiaswati, 2010),
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Praktek agroforestry di kawasan hutan
Jawa khususnya di lingkup Perhutani
diperkirakan sudah sekitar 15 persen dari
hutan produksi. Oleh karena itu wajar,
meskipun kepadatan penduduk Jawa
mencapai 70 persen dari total penduduk
Indonesia, tetapi relatif aman dari sisi
ketahanan pangan bahkan mampu untuk
memasok pangan ke pulau-pulau lain maupun
ekspor ke luar negeri (Widodo, 2011).

Sayangnya data tentang luas budidaya
agroforestry di lingkup Perhutani berikut
komoditas yang dihasilkan belum tersedia.
Tetapi atas dasar fakta tersebut, dapat
dinyatakan bahwa eksistensi agroforestry perlu
terus dipertahankan dan ditingkatkan
peranannya dalam proses adaptasi dan
mitigasi terhadap perubahan iklim akibat
pemanasan global. Dengan demikian bagi
Indonesia untuk meningkatkan produksi

Tabel 6. Hasil Utama Tanaman Pangan dan Biomasa dari Limbah Serta Gulma Sebagai
Pakan dari Kawasan Hutan Program Wanatani, Karangbendo dan Kalipare 1996-
2008.

Keteranga : angka di luar kurung adalah hasil utama untuk pangan dan di dalam kurung
adalah limbah untuk pakan

Sumber : Widodo, 2009



Tabel 7. Keragaan Kinerja Tiga Jenis Lahan Dalam Menghasilkan Hijauan Termasuk Gulma
Sebagai Sumber Pakan Ternak Dalam Kalender Tahunan di Karangbendo Blitar,
2008.

Keterangan : tanda - (tidak atau kurang tersedia) dan tanda + (tersedia cukup).

Sumber : Widodo, 2009.
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pangan tidak atau belum perlu membuka
atau mengkonversi hutan menjadi lahan
p e r ta n i a n  t e r b u k a ,  t e ta p i  c u k u p
mengintensifkan pola agroforestry serta
memperluas kawasan agroforestry. Pengaturan
waktu untuk pemanfaatan lahan di kawasan
hutan produksi guna melimpahkan produksi
pangan dapat disusun dengan mengacu UU
RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
maupun UU RI No 12 tahun 1993 tentang
Budidaya Pertanian Tanaman Pangan serta
Peraturan Presiden  (PP) RI Nomor 22 tahun
2009 tentang Kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumberdaya Lokal. Hanya dengan
cara pendekatan yang terpadu dan menyeluruh
yang utuh (integrated, comprehensive and
holistic) pola agroforestry akan mampu menjadi
wahana transformasi kekayaan alam tropika
menjadi sumberdaya alam yang secara
ekonomi dapat memenuhi kebutuhan pangan
dan menyejahterakan rakyat serta secara
ekologi melestarikan hutan sebagai fasilitas
lingkungan global (Tabel 6 & Tabel 7). Penulis
dalam skala kecil telah mencoba menyediakan
embung (water reservation) di antara lorong
tanaman kayu, sehingga dapat dimanfatkan
untuk memelihara ikan nila (Tilapia sp.) sebagai

sumber protein non nabati. Selain itu cadangan
air sangat berguna untuk menunjang usahatani
di musim kemarau serta mencegah kebakaran
hutan (forest fire prevention program). Praktek
semacam ini perlu untuk disimak dengan
cermat guna dikembangkan lebih lanjut di
wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) hulu
hingga tengah, sehingga mencegah banjir di
kawasan hilir.

V. L A N D A S A N  D A N  L A N G K A H
O P E R A S I O N A L

5.1. Landasan dan Tujuan Khusus

Agar penerapan dan pengembangan
agroforestry tidak sekedar atau sebatas
wacana, maka agenda yang lebih mendesak
untuk dapat segera diimplementasikan adalah
kegiatan yang berlandaskan UU RI Nomor 41
tahun 1999 maupun PP Nomor 22 tahun 2009
sebagai payung hukum. Dengan demikian pola
agroforestry yang dikembangkan lebih terarah
pada produksi bahan pangan lokal non beras
untuk mewujudkan Pola Pangan Harapan
(PPH) dengan skor 95 yang tetap menjaga
fungsi hutan sebagai penyerap (sink), bukan
sebagai penyumbang CO2 (emitter). Secara
spesifik kegiatan yang diusulkan ini bertujuan
untuk:
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Pertama, mencari pola dasar penyediaan
(produksi) dan pengolahan hingga konsumsi
pangan non beras, khususnya famili Araceae
sebagai sumber karbohidrat agar diapresiasi
secara proporsional  (tidak terlalu bersenjang
dengan beras maupun sumber pangan
lainnya). Selain itu tanaman umbi-umbian
rempah dan obat yang tahan naungan juga
layak dikembangkan guna memperoleh
pendapatan tunai bagi masyarakat di sekitar
hutan.

Kedua,  mengembangkan sistem
penyediaan sumber pangan maupun
pendapatan tunai alternatif yang ramah
lingkungan sekaligus, seiring dengan upaya
pencegahan pemanasan global, melalui
gerakan penanaman pepohonan yang di
bawahnya dapat dibudidayakan tanaman ubi-
ubian maupun umbi-umbian. Dengan demikian
p o l a  a g r o f o r e s t r y  m a m p u  u n t u k
mentransformasi usaha pertanian yang
beremisi CO2 tinggi ke emisi rendah atau
bahkan sebagai penyerap (sink) melalui proses
sekuestrasi CO2 (sequestration) ke dalam
multistrata tajuk hutan dan tanaman di bawah
hutan.

Ketiga, kegiatan ini akan bermanfaat
dalam menyediakan informasi akurat tentang
potensi lahan dalam kawasan hutan produksi
ber ikut  komodi tas  non kayu yang
dibudidayakan di bawah naungan hutan,
khususnya tanaman famili Araceae maupun
umbi-umbian rempah dan obat yang bernilai
ekonomi tinggi. Selain itu, teknik pengolahan
dan penanganan pasca panen hingga menjadi
produk antara dan produk siap saji juga
merupakan informasi yang bermanfaat guna
d isebar luaskan  un tuk  mengurang i
ketergantungan pada beras, serta mencari
sumber pangan murah dan ramah lingkungan.

Keempat, bergulirnya wacana baru
pangan non beras sebagai manifestasi dari
diversifikasi, yang diharapkan menjadi rencana
yang diagendakan untuk diimplementasikan
pada kondisi riil.  Selain itu tanaman umbi-
umbian yang termasuk dalam kelompok

rempah dan obat yang memiliki prospek pasar
luas akan dikembangkan oleh LMDH di bawah
naungan pepohonan hutan. Hasil panen dari
budidaya yang dilakukan oleh petani anggota
LMDH, sebaiknya dikumpulkan dan
penanganan pasca panen hingga pengolahan
serta pemasarannya seyogyanya bekerjasama
dengan BUMN maupun perusahaan swasta
yang menangani komoditas tersebut.
Sinergisme aspek ekonomi jangka pendek
hingga menengah dengan aspek ekologi
jangka panjang dapat secara bertahap
terbentuk dalam karakter masyarakat di sekitar
hutan, untuk mewujudkan sistem pelembagaan
hutan lestari.

5.2. Langkah Operasional

Guna merumuskan langkah operasional
yang lebih konkrit, maka diperlukan
perencanaan matang dan cermat, sehingga
kegiatan ini dapat segera mencapai manfaat
khususnya bagi masyarakat dan kelembagaan
yang terlibat dan peduli dengan persoalan
pangan serta keutuhan hutan. Secara rinci
langkah operasional dalam kegiatan ini
meliputi:

Pertama Perencanaan, kegiatan utama
yang mendesak untuk dilakukan dalam tahap
perencanaan adalah identifikasi secara cepat
potensi lahan di Kawasan Pemangkuan Hutan
(KPH) lingkup Perhutani (Jawa), Inhutani (Luar
Jawa) maupun swasta lain pemilik konsesi
terhadap pengelolaan hutan. Dalam proses
identifikasi, selain mengevaluasi potensi lahan
juga mempelajari potensi komoditas yang telah
dibudidayakan oleh masyarakat sekitar hutan
berikut penguasaan pasarnya. Peluang,
tantangan, hambatan dan kendala dalam
pemanfaa tan  po tens i  l ahan  se r ta
pengembangan komoditas yang diminati pasar
domestik dan ekspor perlu dideskripsikan
secara jelas pada tahap perencanaan. Kondisi
tanaman kayu hutan seperti jati maupun MPTS
(multi purpose tree species) sebagai pilar
utama juga harus dalam keadaan baik, atau
terus diupayakan perbaikan agar pertumbuhan
tidak terganggu oleh tanaman sela dalam
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tumpangsari. Komoditas pangan maupun
bahan industri yang memerlukan ruang terbuka
(t idak ternaung) untuk budidayanya
seyogyanya hanya memanfaatkan ruang pada
lantai hutan atau saat lahan kosong setelah
peremajaan hingga penanaman kembali
dengan sistem lorong (alley cropping) jarak
tanam 6x1m, sehingga lorong dapat terus
dimanfaatkan. Kegiatan penelitian yang akurat
dan cermat sebagai landasan kebijakan untuk
menentukan langkah operasional perlu
diinventarisasi pada tahap perencanaan.
Dengan demik ian penel i t ian untuk
pengembangan berjalan seiring, secara
konstruktif saling menunjang agar manfaat
dan dampaknya maksimal. Kelembagaan yang
terl ibat dalam pengembangan bisnis
kerakyatan ini tentu saja yang utama adalah
Perhutani, Inhutani maupun swasta pemilik
konsesi dan LMDH, namun terdapat peluang
lembaga penelitian juga terlibat aktif. Selain
itu, lembaga yang bergiat dalam pengolahan
serta pemasaran komoditas dimaksud perlu
didekati dalam tahap perencanaan guna dijalin
peluang kemitraan (partnership). Intinya proses
pelembagaan yang permanen tidak bersifat
‘ad hoc’ dari hulu hingga hilir perlu dipersiapkan
agar resiko maupun pengaruh negatif
(detrimental effect) dapat dari dini diantisipasi,
misalnya sistem penyediaan sarana produksi
(saprodi) serta bagi hasil antara pihak LMDH,
Perhutani, Inhutani maupun lembaga lainnya.

Kedua Pelaksanaan, jika rencana telah
disusun rapi, maka pelaksanaan harus terus
disesuaikan dengan yang telah tertuang dalam
rencana. Taraf kesulitan untuk melaksanakan
sesuai rencana akan memberikan peluang
perbaikan kinerja. Oleh karena itu akan timbul
prinsip siklus 3T yang dinamis dan konstruktif
dalam memperbaiki kinerja dengan menyusun
tata cara operasional baku (standard
operational procedure). Prinsip 3 T yang
dimaksud adalah Tentukan rencana sebelum
memulai, Taati rencana yang sudah disusun
secara cermat, kemudian Tingkatkan rencana
untuk perbaikan kiner ja ke depan.

Ketiga Pemantauan dan Evaluasi, untuk
melihat kesesuaian perencanaan dengan
pelaksanaan perlu dilakukan pemantauan
(monitoring) serta dievaluasi efisiensi dan
efektifitas masing-masing matra yang
dilaksanakan. Mengingat kegiatan ini akan
melibatkan lintas lembaga, maka disarankan
monitoring dan evaluasi dilakukan oleh team
independent yang profesional dan visioner,
sehingga peluang bisnis yang telah
diinkubasikan dalam skala usaha yang relatif
kecil atau menengah dapat dikembangkan
pada skala yang lebih memadai sesuai dengan
potensi sumberdaya serta prospek pasar.
Tahap lebih lanjut merupakan penyebaran
agar informasi bersifat tidak selalu asimetri,
sehingga keterlibatan semua fihak secara
sadar agar aktualisasi logika, etika dan estetika
optimal. Dengan demikian pengembangan
bisnis kerakyatan seyogyanya tidak bersifat
homo homini lupus atau manusia layaknya
serigala yang saling memangsa (kanibalistik),
tetapi lebih diarahkan untuk saling mengasihi
(homo socius).

Keempat Diseminasi Partisipatif, untuk
menyebar-luaskan hasil kegiatan ini, saat
p e n a n a m a n  h i n g g a  p a n e n  a k a n
diselenggarakan temu lapang (field day),
dengan mengundang petani dan tokoh
masyarakat serta aparat desa di sekitar lokasi
kegiatan rintisan, untuk menyaksikan dan turut
mencicipi produk yang dikembangkan dari
tanaman ubi-ubian Araceae maupun umbi-
umbian rempah dan obat (herbal). Produk-
produk yang diolah akan diupayakan dikemas
dengan pengemasan baik dan menarik,
kemudian dititipkan pada jaringan pemasaran
yang ada di pasar Kecamatan melalui aktifitas
yang telah dilakukan LMDH atau lembaga lain
yang ada. Pada skala lebih besar mungkin
Hijau Lestari sebuah BUMN baru yang mulai
berkiprah sejak tahun 2009 siap untuk
melanjutkan hasil temuan kegiatan ini menjadi
agenda untuk dimplementasikan dalam bentuk
ekonomi riil yang sejalan dengan misi
perusahaan yaitu pengentasan kemiskinan



PANGAN, Vol. 20 No. 3 September 2011: 251-270266

dengan memperluas lapangan kerja
(kesempatan kerja) yang memanfaatkan
potensi sumberdaya alam tanpa merusaknya
(corporate social responsibility). Dengan
demikian penyebaran hasil rintisan dan temuan
kegiatan ini secara langsung akan didukung
dan diorganisasikan oleh lembaga-lembaga
yang memiliki jaringan sosial dan ekonomi
dengan masyarakat di beberapa lokasi di
Indonesia hingga regional Asia Tenggara.
Bahkan, dari proses pelembagaan ini nantinya
siap mempertemukan pihak-pihak (parties
under United Nation) maupun lembaga
penelitian dan pengembangan pertanian dan
kehutanan internasional (Consultative Group
for International Agricultural Research) guna
menindak-lanjuti hasil temuan kegiatan ini agar
dapat digunakan untuk mengantisipasi
pemanasan global  melalui proses adaptasi,
mitigasi dan produksi (termasuk pangan dan
energi). Keperluan domestik untuk mendukung
kedaulatan pangan nasional, dengan
mengurangi ketergantungan pada pihak asing
serta menambah keragaman pilihan dalam
diversifikasi juga merupakan agenda yang
diharapkan.

VI.  PENUTUP

Akhir tulisan ini justru mengetengahkan
penutup yang merupakan awal harapan agar
matra berikut dapat diimplementasikan:

Pertama, pola dasar penyediaan
(produksi), pengolahan dan konsumsi pangan
non beras, khususnya famili Araceae sebagai
sumber karbohidrat yang murah, tahan
naungan dan ramah lingkungan, sehingga
tidak hanya tergantung pada beras yang upaya
peningkatan produksinya kian sulit, mahal dan
kurang ramah lingkungan. Tanaman ubi-ubian
dalam familia Araceae memiliki ketahanan
terhadap naungan, namun potensinya belum
banyak diketahui oleh pembuat kebijakan
(decision maker)  dan pelacak i lmu
pengetahuan (recognized scientist). Oleh
karena itu titik berat diarahkan untuk
melaksanakan kegiatan agroforestry sejalan

pengembangan bisnis bercorak sosial
(kerakyatan) dengan pendekatan secara
partisipatif (participatory business for social
development).

Kedua, sistem budidaya sumber pangan
non beras khususnya famili Araceae maupun
umbi-umbian rempah dan obat seyogyanya
diintegrasikan dengan sistem organik seiring
upaya reboisasi  /penghi jauan atau
penghutanan kembali guna menangkal
pemanasan global (reforestation to improve
global environment facility). Dengan demikian
usaha pertanian untuk menyediakan
kelimpahan pangan dapat sebagai penyerap
CO2 dari atmosfer melalui proses sekuestrasi
yang mentransformasi CO2 dengan air menjadi
biomasa, sehingga budidaya pertanian bukan
lagi sebagai salah satu sumber emisi CO2.

Ketiga, tercapainya dua harapan di atas
akan sangat menunjang masyarakat sekitar
hutan untuk membangun kedaulatan pangan
serta mewujudkan kemandirian ekonomi
(peningkatan pendapatan tunai) dengan
pengembangan agribisnis/industri hasil
agroforestry. Internalisasi kesadaran
masyarakat yang tinggi terhadap fungsi hutan
sebagai fasi l i tas l ingkungan (global
environment facilities) berkonsekuensi untuk
menjaga dan melestarikan hutan, sehingga
perambah dan pengganggu lainnya akan
mendapat sangsi dari masyarakat sebagai
pengawas (jaga wana) langsung.
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